
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 13 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA PADANG PANJANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang  : a. bahwa evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan 

peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja 
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah secara 
berkelanjutan; 

  b. bahwa agar dapat mengakomodir kompleksitas 
pengukuran kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah 

Kota Padang Panjang, diperlukan pedoman atas 
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah; 

  c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, 
untuk melaksanakan evaluasi AKIP setiap pimpinan 

instansi pemerintah menetapkan kebijakan teknis evaluasi 
AKIP di Instansinya masing-masing; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Padang Panjang; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
962); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

  4. Peraturan Presisen Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Evaluasi Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS 
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

  Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan 

Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

5. Inspektorat Kota Padang Panjang yang selanjutnya 

disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang 
merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang 
bertanggungjawab langsung kepada Walikota. 

6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban 

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui 
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 

7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
selanjutnya disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas 
analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, 

apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian 
solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan 

akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah. 

8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik 
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur, yang 

dirancang untuk tujan penetapan dan pengukuran, 
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 
dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam 

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 
instansi pemerintah. 

9. Evaluator adalah kelompok Jabatan Fungsional di 

Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang yang diberi 

perintah… 
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perintah untuk melaksanakan proses penilaian. 
10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah proses 

pemberian nilai, atribut terhadap pencapaian kinerja 
instansi yang dilakukan oleh evaluator dalam rangka 
memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan 

implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi 
kinerja. 

11. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi 
gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat 

Daerah yang disusun dan disampaikan secara sistematik 
dan melembaga. 

12. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE 

adalah laporan Inspektorat Daerah yang menyajikan 
informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas 

kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi sehingga 
diperoleh data sebagai bahan perbaikan.  

  Pasal 2 

(1) Peraturan Walikota ini memuat tata cara dan tahapan 
yang harus dilaksanakan dan dipedomani dalam 
pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 
(2) Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), prosesnya dimulai dari perencanaan kerja, 
pelaporan kinerja dan evaluasi yang dilakukan oleh 
Evaluator. 

  Pasal 3 

Sistematika mengenai pelaksanaan evaluasi AKIP Perangkat 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah sebagai 
berikut: 
a. pendokumentasian; 

b. analisis; 
c. interprestasi data dan informasi yang diperlukan dalam 

evaluasi AKIP; 

d. pembahasan dan penyusunan rancangan LHE; 
e. reviu rancangan LHE AKIP; dan 

f. pengendalian Evaluasi AKIP. 

  Pasal 4 

Hasil evaluasi AKIP digunakan untuk memperbaiki 

manajemen kinerja dan peningkatan akuntabillitas kinerja 
khususnya kinerja pelayanan publik di lingkungan 
Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. 

  Pasal 5 

Pemerintah Daerah menyusun ikhtisar hasil evaluasi AKIP 

Perangkat Daerah. 

  Pasal 6 

Petunjuk pelaksanaan evaluasi AKIP tercantum dalam 

Lampiran I, Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 

Pasal 7… 



- 4 - 
 

  
Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 

  Ditetapkan di Padang panjang 
pada tanggal 7 Juli 2023 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

ttd. 
 

FADLY AMRAN 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal 7 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

ttd. 

 
SONNY BUDAYA PUTRA 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 13 
 

 


